
GUBERNUR GORONTALO

PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTAW
NOMOR 2 TAHUN2015

TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR11 TAHUN2013 TENTANG

ORGANISASIDANTATAKERJASEKRETARIATDAERAHDANSEKRETARIATDEWAN
PERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTAW

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURGORONTAW,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka menciptakan keterbukaan, transparansi,
akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetensi yang sehat
dalam proses pengadaan barangjjasa Pemerintah, maka
diperlukan suatu kebijakan kelembagaan mengenai penanganan

tugas dan fungsi layanan pengadaan barang/ jasa;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang' Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010, maka dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang layanan pengadaan perlu diwadahi dalam Biro
yang pembentukannnya tetap berpedoman pada peraturan

perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Gorontalo.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahu 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494),

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5568),

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587),
9. Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negerl Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negerl Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5121);

10.Peraturan Pemerlntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negerl Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 197,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor
13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerlntah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negerl
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4194);

11.Peraturan Pemerlntah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4578);
12.Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4585);

13.Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiai Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4593);
14.Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaari

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesiai Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4609);
16.Peraturan Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4741);
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerlntah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerlntah
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor5);

18.Peraturan Menterl' Dalam Negerl Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerlntah di Lingkungan Pemerlntah

Provinsidan Kabupaten/Kota);
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Menetapkan

19.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTAW

dan
GUBERNURGORONTALO

MEMUTUSKAN:
PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN
DAERAHNOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANGORGANISASIDAN
TATAKERJA SEKRETARIATDAERAHDAN SEKRETARIATDEWAN
PERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Derah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal5

c. asisten perekonomian dan pembangunan membawahkan:
1. biro pengendalian pembangunan dan ekonomi terdiri
dari:
a) bagian pengendalian pembangunan terdiri dari:
1) subbagian pengendalian pembangunan dana
anggaran pendapatan belanja daerah;

2) subbagian pengendalian pembangunan dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;dan

3) subbagian pengendalian pembangunan dana
anggaran pendapatan belanja daerah dan tugas
pembantuan lintas kabupaten/kota.

b) bagian pengendalian ekonomi terdiri dari:
1) subbagian sarana ekonomi;
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2) subbagian produksi daerah dan sumber daya

alam;dan
3) subbagian industry perdagangan dan jasa.

c) bagian administrasi biro, terdiri dari:
1) subbagian program;

2) subbagian layanan pengadaan barangfjasa
secara elektronik;dan

3) subbagian tata usaha dan kepegawaian biro.
2. biro pengadaan terdiri dari:

a) bagian sekretarlat terdiri dari :
1) subbagian perencanaan dan administrasi umum;

2) subbagian keuangan dan pelaporan;dan
3) subbagian pembinaan dan pengembangan 80M.

b). bagian strategi dan informasi terdiri dari :
1) subbagian pendampingan dan penerapan

regulasi;
2) subbagian strategi dan kebijakan teknis;dan
3) subbagian pengelolaan data dan penyebarluasan

informasi.
c). bagian layanan pengadaan barangfjasa terdiri dari :

1) subbagian pengadaan jasa konstruksi;
2) subbagian pengadaan jasa konsultansi;dan
3) subbagian pengadaan barangfjasa lainnya.

3. biro pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan

rakyat terdiri dari:
a) bagian pemberdayaan perempuan terdiri dari:

1) subbagian peningkatan kualitas hidup
perempuan;

2) subbagian perlindungan dan pengarustamaan

gender;dan
3) subbagian data informasi gender dan anak.

b) bagian perlindungan perempuan dan anak terdiri

dari:
1) subbagian perlindungan perempuan;
2) subbagian perlindungan anak;dan
3) subbagian tumbuh kembang anak.

c) bagian kesejahteraan rakyat terdiri dari:
a. subbagian kesejahteraan masyarakat;
b. subbagian keagama , adat dan budaya;dan
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PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI DANTATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Penataan Organisasi dan Tata kerja Sekretarlat Daerah dan Sekretarlat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi

daerah.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor

11 Tahun 2013 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretarlat Daerah dan Sekretarlat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari organisasi

perangkat daerah Provinsi Gorontalo belum mengakomodasi perkembangan sehingga

perlu diadakan perubahan atas peraturan daerah tersebut.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal I

Cukupjelas

Pasal II

Cukupjelas

TAMBAHANLEMBARANDAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR..02.
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c. subbagian tata usaha biro.

(2)Bagan struktur organisasi sekretarlat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.
2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni

Pasal17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal17A
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Gubemur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit

Pelasana Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Nomor 47 Tahun 2013)

dicabut, dan dinyatakan tida berlaku.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo.

J
f;J

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 12 Februari 2015

GUBERNUR GORONTALO
TTD

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD

WINARNI D MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 02

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TTD
RIDWAN YASIN, SH,MH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:(2/2015
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA DAN SEKWAN
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPmAN I
PERATURAN DAERAH P: INSI GORONTALO
NOKOR 2 .TAHUN 2015 "J:~NTANG OItGANISASI DAN TATA KERJA SETDA DAN SEKWAN

AN FUNGSIONAL/STAF SEKRETARIS DAERAH
AHLI -------------~--------------------------------------------------------------------------------------------

ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN PEREKONOMIAN DAK
PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

erintahan I. Biro HukumDanOrganisasi Biro PengendalianPembangunan Biro'"Pt!l'l!Jadaan. - Biro Biro Umum Biro Humas dan

~- J
danEkonomi . PemberdayaanPerempuanci Protokol- .- ..- "'-~ --. .•. - - anKesejahteraanRakkyat. - - - - :' - ". -.-.

.1 I I
Baglan 5ekn:tariat - -

'lOmi Oaerah BagianPerundang-Undal)gan BaglanPenvencfalian .BaglanPemben!ayaanPeremp
Pembangunan uan

Baglan Humas

~n Pe-encanaan dan

5ubbOg P,,",binaan dan KaJlan Produk
administrasi umum

Ibbag. Subba9P0ngendalial\ P.mbangunan Dana APeD Subbag. PenlngKualltilsHldupp...",puan 5ubbag penloringan
~"iKjnfl'r'iitPpnv..lPnn Hukum Daerah dan Pelayanan

sub bagian keuangan dan Informasl

aslAdrnlniStr'aSl 5ubbag Kajlan Pelaksanaan Produk 5ubbag. Pengendallan Pembangunan Dana pelaporan Subbag. Perlirtdungan &penQarusta~an
mekarCl'l Wdayah Hukum Daerah DekonsenlrasldanlTuoasPentlantuan Gender

Subbag Pubilkasi ddn

subbagian pemblnaan dan Subbag. Tata Usahil Biro Kemltraan Media
~nAnta;tembaga Subbag Penyuluhan Hukum dan Subbag Pengendallan Pembangunan Dana pe~bangan SDM Subbag Data Informasl Gender dan Anak

Ookumentasi APBD danTuoas:'eJnbantuanUntasKa~lKota

jm. Wilayah I Tata Usaha Biro

BaglanBantuan Hukum& HAM BaglanPcngendalianEkonoml .BaglanPerllnd.
PerempclanAnak

-I Subbag. Perencanaan

I Subbag. 5engketa, Subba\J. SaranaEkonomi
subbagian pendamp;ngan dan &aglan Prolokol

apanbataswilayah, •••••. ~I.~ •••l ••.•••• "_ ••••••••• _ ••

_pan~ulasl Subbag. Perllndungan Perempuan

Subbaglan strategl dan kebijakan
Subbag. verifikasl

Ibbag. Subbag. Perllndungan HAM dan Subbag. Produksi Oaeral1dan SDA Subbag Prolokol- ........ teknls Subbag. Perllndungan Anak
nTuQasPembantuan Pemblnaan PPNS

I
Subbag. Akuntansl

Subbag Tamu
SubbaglnduSbiPerdagangandanJasa subbagian pengelolaan data dan

Pertanahan Subbag. Tata usaha Biro penyobarluasan informasi Subbao Tumbuh Kembano Anak
Pirnplnan

] BaglanAdmlnistraslBli'o Baglanl.lyanan Pengadaan .
BaglanPeiayanan&.Perlengkapan

pendudukan BagianKeseJahteraan Rakyat Subbag Penghubung
BaglanOrvanisasl Barang/JaSa makassar.

Subbag Program
Subbag. RumahTangga

laporan Data Subbag. SuDbagiaA pengadaanpeke(Jaan Subbag Kesejahteraan Masyarakat

,,",ndanCapil KelembaoaandanAnallsislabatan _ksi Subbag. SaranadanPrasaranaSetda
SubbagLayananpengadaanBaranglJasaSecara

I Subbag. Akuntabilitlsda_ksana . ElektIonlk SUllbagion pengadaan jasa Subbag. Keagamaan, Adat dan Budava
bbag. konsullansi Subbag. PengeIoIaandanPenatausahaanBarang

I SubbagTata Usaha danKepegawalan Biro
Subbag. Tata usa"" Birota usahJ Biro Subbag. PelayananPublik Subbagiall pengadaan barang/jasa

Ialnnva

POKJA

:'

Subbag.PeIa:
Kependuduka

Bagian Ad

Subbao. Tata

Subbag. Peneta

Su
Dekonsetrasidan.

Su
F."l.C;llit;KiP-Fv ••hl'"

KELJABATAN

!~ Bagian Otonomi Oaerah .1

GUBERNUR GORONTALO
TTD

RUSLI HABIBIE
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